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Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama    : Rizky Panigori Krisniady 
NPM    : 151000292 
Program Kekhususan  : Hukum Acara  
Dengan ini menyatakan Skripsi yang saya buat adalah : 
a. Belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas 
Pasundan; 
b. Gagasan, rumusan, dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen 
pembimbing; dan 
c. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis 
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 
pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat 
kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 
Fakultas Hukum Unpas. 












Bila ditelusuri KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak 
ditemui satu ketentuan yang mengatur bagaimana sebuah surat dakwaan disusun, 
termasuk bentuknya. Dalam kaitan ini KUHAP berdasarkan Pasal 14 huruf (d) hanya 
menyebutkan bahwa yang membuat surat dakwaan adalah Penuntut Umum. Meskipun 
KUHAP memberikan kewenangan dan kebebasan pada Penuntut Umum untuk 
menyusun surat dakwaan, tetapi kewenangan Penuntut Umum itu diikuti suatu tuntutan 
proefsional dalam menyusun surat dakwaan. Penuntut Umum oleh KUHAP tidak 
diperkenankan membuat surat dakwaan sekenanya, bahkan suatu surat dakwaan harus 
disusun dengan hati-hati, cermat, dan jelas. Ketidaktepatan bentuk dakwaan dapat 
memberikan pilihan yang sulit bagi Hakim karena harus selalu mendasari kepada 
dakwaan dalam memeriksa dan memutuskan perkara. 
Penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan 
memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan 
dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaanya. Metode pendekatan, 
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan 
adalah penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Teknik pengumupulan data 
melalui studi dokumen dan lapangan, analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. 
Hasil yang didapat dari analisis terhadap permasalahan di atas yaitu SEMA No. 3 
Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 
Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di bagian 
Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika menjadi dasar bagi hakim untuk 
memutus perkara tersebut sekaligus menjadi preseden yang buruk mengenai 
ketidaktepatan bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana narkotika di 
Indonesia. Pertimbagan hakim dalam putusan perkara ini menjadi keliru karena fakta 
hukum di persidangan menunjukan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang mana 
berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP seharusnya terdakwa diputus bebas. 
 
Kata Kunci: Ketidaktepatan Bentuk Dakwaan, Tindak Pidana Narkotika, 












If we trace the Criminal Procedure Code (KUHAP), there is no single provision 
that regulates how an indictment letter is prepared, including its form. Based on Article 
14 letter (d) of the Criminal Procedure Code, it is stated that making the indictment is 
the Public Prosecutor. Although the Criminal Procedure Code gives the authority and 
freedom to the public prosecutor to prepare an indictment, the authority of the public 
prosecutor must be professional in drafting the indictment. According to the Criminal 
Procedure Code, the public prosecutor is not allowed to make an indictment 
arbitrarily. An indictment must be prepared carefully and clearly. Inaccuracies in the 
form of indictments can provide difficult choices for judges because they must always 
be based on the indictment in examining and deciding cases. 
The research method used was an analytical descriptive research method, 
namely writing legal facts in order to obtain a comprehensive picture of laws and 
regulations and related to legal theories in practice. The approach method used was 
the normative juridical approach method. The research stage was conducted through 
library research and field research. The data collection techniques used in this paper 
were document study and field study. Data analysis was carried out in a qualitative 
juridical manner. 
The result of the analysis of the above problems is SEMA No. 3 of 2015 
concerning the Enforcement of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting 
of the Supreme Court Chamber of 2015 is as a Guideline for the Implementation of 
Duties for Courts in the Legal Formulation section of the Criminal Chamber on 
Narcotics. It becomes the legal basis for judges to decide cases. This sets a bad 
precedent regarding the inaccuracy of the Public Prosecutor's indictment in narcotics 
crime in Indonesia. The judge's consideration in the verdict of this case was wrong 
because the legal facts at the trial showed that the defendant's actions were not legally 
and convincingly proven. The indictment of the public prosecutor must be based on 
Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and the defendant should 
be acquitted. 











Segala Puji dan Puja peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT Sang Pencipta alam 
semesta beserta segala isinya yang Maha Besar, yang berkat rahmat, bimbingan, izin 
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materi, maupun dalam penyampaiannya. Hal ini mengingat keterbatasan peneliti. 
Sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi 
kesempurnaan penulisan skripsi ini. 
Ucapan terimakasih dan penghargaan peneliti sampaikan kepada semua pihak yang 
telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik berupa dukungan moril maupun 
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selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen 
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